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ABSTRACT 
POLICY IMPLEMENTATION SERVICES CONSTRUCTION PERMITS 

(IMB) IN THE DISTRICT NUNUKAN 

Bal eke 
b4 leke@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

The study is motivated by service Building Permit (IMB) at the Department of 
Public Works Nunukan district in the implementation process is not optimal. This is 
due to the low desire or less getting a response from the community to take care of 
Building Permit (IMB ). 

Issues examined in this study is how the process of policy implementation 
services Building Permit {IMB) in Nunukan? Constraints - any constraints faced by 
Public Works Department (DPU) in the implementation of policy Building Permit 
(IMB) in the form of supporting factors and obstacles in the process of implementation 
of the policy? 

This study aims to analyze the process of policy implementation services 
Building Permit (IMB) in Nunukan and constraints - constraints faced by the Public 
Works Department in the implementation of policy Building Permit (IMB) in the form 
of supporting factors and obstacles in the process of policy implementation. This study 
is a qualitative study using deskriktif approach. Data collected through in-depth 
interviews, observation and documentation. 

The process of implementation of service policy Building Permit (IMB) in Nunukan 
can be viewed from four indicators are: (a) the resources both human resources, 
financial resources and equipment resources, (b) communication, ( c) the disposition, 
and ( d) bureaucracy. Constraints faced by Public Works Department (DPU) is twofold: 
(a) factors supporting the clarity of the regulation in the form of local regulation, and 
Advice laws, and (b) the factors inhibiting their resource constraints both in the form 
of human resources, financial resources , operational resources, buildings that do not 
comply with town planning and a lot of buildings that violate the border, as well as the 
public's understanding of the regulation of services building Permit (IMB). 

Keywords : Implementation Of Policies, Services, Building Permit (!MB) 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PELA YANAN IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN 

Bal eke 
b4leke@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian dilatarbelakangi oleh pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dalam proses implementasi yang 
belum optimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya keinginan atau kurang mendapat 
respon dari masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses 
implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten 
Nunukan? Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU) dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik 
berupa faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan? 

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi kebijakan pelayanan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan dan kendala - kendala yang 
dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) baik berupa faktor pendukung dan penghambat dalam proses 
implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan {IMB) di 
Kabupaten Nunukan dapat ditinjau dari empat indikator yaitu: (a) sumber daya baik 
sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya peralatan, (b) 
komunikasi, ( c) disposisi, dan ( d) birokrasi. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) ada dua yaitu: (a) faktor pendukung adanya kejelasan regulasi 
berupa Peraturan daerah, dan Advis hokum, dan (b) faktor penghambat adanya 
keterbatasan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, 
sumber daya operasional, bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan banyak 
bangunan yang melanggar garis sempadan, serta pemahaman masyarakat tentang 
regulasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pelayanan, lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten berdiri pada 

tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Kabupaten 

Nunukan terletak pada posisi 115°33' sampai dengan 118°03' Bujur Timur 

dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara. Dengan batas-batas 

sebagai berikut : di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara 

Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan laut Sulawesi, sebelah Selatan 

dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan sebelah barat 

berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. 

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecamatan 

dan terdiri dari 240 desa. Dengan luas wilayah 14.263,68 Km 2 Kccamatan 

Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357, 

01 Km2 atau sekitar 23,56 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten 

Nunukan. Kecamatan ini juga memiliki desa yang banyak jika dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 dcsa atau posisi kedua setelah 

kecamatan Krayan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil 

adalah Kecamatan Se batik Utara, yaitu 15,39 Km2 atau sekitar 0, 11 % dari 

total luas Kabpaten Nunukan. dan luas wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari 

garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.408,758 Km2
• Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Nunukan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 
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Tabel. 4.1 
Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Nunukan (Km2

) 

No. Kecamatan Luas Wilayah 

1 Kray an 1.834,74 

2 Krayan Selatan 1.757,66 

3 Lum bis 290,23 

4 Lumbis Ogong 3.357,01 

5 Sembakung 1.764,94 

6 Sembakung Atulai 277,72 

7 Nunukan 564,50 

8 Sei Manggaris 850,48 

9 Nunukan Selatan 181, 77 

10 Sebuku 1.608,48 

11 Tulin Onsoi 1.513,36 

12 Se batik 51,07 

13 Sebatik Timur 39,17 

14 Sebatik Tengah 47,71 

15 Sebatik Utara 15,39 

16 Sebatik Barat 93,27 

Sumber : Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2015, Badan Perencanaan Daerah 
(BAPPEDA) & Badan Pusat Statistik Kabuapaten Nunukan 

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta 

penduduknya sebagai subjek pembangunan, dcmikian pula pembangunan 

yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Bcrdasarkan survey proyeksi 

penduduk, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabuapten Nunukan sebanyak 

170.042 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,93 jiwa/Km2
• Dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4,51 persen dibandingkan tahun 
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sebelumnya, menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu 

daerah tujuan bagi penduduk dari luar kabupaten. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara 

lebih efektif, efisien dan berkeadilan,diperlukan penataan kembali 

administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpuh pada nilai - nilai 

dan paradigma barn. 

Dari data aparatur negara (pegawai negeri sipil /PNS) yang ada di 

Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 terdapat sebanyak 4.013 orang, dimana 

sebagian besar dari mereka merupakan pegawai golongan III, yaitu sebesar 

49,64%. Untuk pegawai golongan II berjumlah 1.351 orang atau sebesar 

33,67% dan PNS golongan IV sebesar 526 orang atau sekitar 13, 11 % dan 

sisanya merupakan pegawai golongan I. Semua aparatur negara (PNS) 

tersebar dalam l sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 14 dinas, 2 kantor, 

16 kecamatan, 8 kclurahan, 1 rumah sakit umum daerah, 16 puskesmas, 11 

badan serta 11 UPT dinas. 

1. Deskriptif objek penelitian 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pembantu 

Bupati dalam mclaksanakan urusan rumah tangga dan tugas di bidang 

Pekerjaan Umum dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten 

Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

Nunukan. 

Dasar pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 3 Tahun 2001 
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1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 3 Tahun 2001 

Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan adalah 

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di 

bidang Pekerjaan Umum. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 3 Tahun 2001 

Pasal 5 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi: 

a) Pembinaan umum Dinas Pekerjaan Umum meliputi perencanaan 

kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pemberian 

bimbingan dan perizinan berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh kepala daerah. 

b) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum 

Kabupaten. 

c) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pekcrjaan Umum 

Kabupaten. 

d) Pelaksanaan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum. 

e) Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 

Pelayanan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

ditunjang dengan Struktur Organisasi yang dapat dilhat pada gambar 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan 

KEPALA DINAS 

Ir. HEL'.\11 
Nip 19670314 1993l0 I 003 
Pembina Utama Muda, IV /c 

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SEKRETARIS 

SllOLIKUL HADI, ST YAKSI BELANING PRATIWI, SE. MP 
Nip 19821125 201101 l 001 Nip. 19680801 199803 2 002 

Penata Muda. Ill/a Pembina TK.1. IV/b 

I 

I I 
Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum Dan Kasubbag Penyusunan Program 

Keoee:awaian Dan Pelaooran 

YUSDIAN~SE RUSDl,SE SELDA PALI ALLO, S.Hut 
Nip. 19781129 2007012004 Nip 19650128 200701 I 010 Nip. 19790529 200312 2 007 

Pcnata. 111/c Penata, 111/c Penata TKI, 111/d 

I 
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PENG Al RAN KEPALA BIDANG 

BINA MARGA CIPTA KARY A PENATAAN RUA.NG 

BAllARliDDIN. SR, ST. MM MUHAMMAD SAID, ST A YllR REYDON LT, ST AGUS,ST 

Nip 19680720 200212 I 005 Nip. 19700709 200112 I 003 Nip 19750409200112 I 006 ~1p 1972080 I 200604 I 028 

Penata TK. I, 111/d Penata TK.I, 111/d Pcnata TK I, 111/d Penata. 111/c 

I I 
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI TATA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI 

PENINGKATAN JALAN DAN BANGUNAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN 
JEMBATAN PE\1ELIHARAAN IRIGASI PEMANFAATAN Rl!ANG 

DUMA ST BALEKE,ST ABDUL HALIM, ST SAllARIJDDIN, S.ST, SE 
Nip 19700105 200701 I 038 Nip 19741214 200604 1 003 Nip 19670122 200604 I 007 :'iip. 19761231200112 I 006 

Penata, 111/c Penata TK.1, 111/d Penata TK I. Ill id Penata_ 111/c 

I I 
KEPALA SEKSI 

KEPALA SEKSI PLP & P2P KEPALA SEKSI TATA GUNA KEPALA SEKSI BINA JASA 
PLMEl.IHARAAN JALAN DAN 

AIR DAN IRIGASI KONSTRUKSI 
JEMBATAN 

MllRYADI, ST ZULKARNAIN SETIABUDI, ST 
ANDI USMAN HARUN, ST BIJDI SULISTIYO, ST 

~ip 1974!010 200112 I 005 Nip. 19711212 200604 I 003 
Nip 19750603 200604 I 009 'i1p 19791115 201101 I 002 

Penata Muda TK.I. 111/b Penata, l l Uc Penata TK I. lllld Penata Muda TK.1. lll;b 

I 
f;.EPALA SE'-SI KEPALA SEKSI PENYEDIAAN Pit KFPALA SEKSI 

PEMBANGlJNAN JALAN SARAN A AIR BERSl!I PEMANFAATAN RLJ,\NG 
DAN JEMBATAN 

YONATA:\,ST ABDILLAll FADZIL, ST YASIMAN, ST 

1'1p 19721211 200901 I 001 Nip. 19840603 201101 I 001 '>1p 19731126 200212 I 003 

Pcnata \Juda TK.1, 111/b Penata Muda TK L 111/b Penata Muda_ Ill/a 

-

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Tahun 2015 
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1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Nunukan 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan merumuskan visinya sebagai berikut: 

"Terwujudnya Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum". Visi 

merupakan gambaran yang akan di wujudkan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan pada akhir periode Rencana Strategis 

(tahun 2016), dimana pada akhir tahun tersebut telah terbangun 

infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman yang memenuhi 

kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta 

beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 3 Tahun 2001, maka untuk mencapai visi Dinas Pekerjaan 

Umum ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 - 2016, 

yaitu: 

a) Meningkatan kompetensi dan pelayanan SOM Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan. 

Peningkatan SOM perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem 

manajemen yang efektif, efisien, terpadu dan konsisten demi 

mencapai visi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

b) Mewujudkan pembangunan infrastrukur sumber air baku dan 

keberlanjutan pemanfaatan serta mengurangi resiko daya rusak air. 
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Pembangunan sarana dan prasarana air baku untuk mendukung 

terwujudnya penyediaan sumber daya a!f, pembangunan 

infrastruktur Janngan mgas1 dan a!f bersih serta sarana 

pengendalian banjir dan abrasi pantai. 

c) Mewujudkan pembangunanjaringanjalan danjembatan. 

Pembangunan jaringan jalan dan jembatan guna memacu 

pertumbuhan wilayah guna memacu pertumbuhan wilayah dan 

membuka keterisolasian daerah pedalaman dan perbatasan dengan 

tetap mengacu pada standar pelayanan minimal yang mencakup 

aspek aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan 

kecepatan tempuh rata - rata. 

d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas 

publik. 

Pembangunan infrastruktur pemerintah dan publik berupa gedung -

gedung pemerintahan dan fasilitas umum lainnya yang mencakup 

aspek persyaratan teknis keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan 

kemudahan 

c) Mewujudkan sarana dan prasarana penychatan lingkungan dan 

pemukiman masyarakat yang memadai. 

Pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan dan pemukiman 

seperti sistem jaringan drainase serta ketersediaan akses jalan yang 

memadai dalam suatu kawasan lingkungan pemukiman 

f) Mewujudkan penataan ruang sebagai pedoman pembangunan 

daerah 
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Menjadikan penataan ruang sebagai acuan pembangunan daerah 

serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan 

pemukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan 

yang berkelanjutan. 

1.3 Sumber Daya Aparatur 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan memiliki personil 

sebanyak 355 pegawai yang terdiri dari 83 orang dengan status 

Pengawai Negeri sipil dan 272 orang dengan status pegawai tidak 

tetap (honorer) per 16 Maret 20 l 6 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Sekretariat : 76 Orang 

2. Bidang Pengairan : 67 Orang 

3. Bidang Bina Marga : 98 Orang 

4. Bidang Cipta karya : 75 Orang 

5. Bidang Penataan Ruang :39 Orang 
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Tabel. 4.2 
Komposisi SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat Pendidikan 
Urain Diii/ 

S3 S2 SJ/DIV 
Oil 

SLTA SLTP SD Jumah 

Struktural 
Kepala Dinas - - I - - - - I 
Sekretaris - I - - - - - I 
Kepala Sub bagian - - 3 - - - - 3 
Kepala Bidang - I 3 - - - - 4 
Kepala Seksi - - 11 - - - - 11 

Sub Jumlah - 2 18 - - - - 20 

Pegawai - - 13 8 40 2 - 63 

Tenaga Honorer - - 44 12 206 5 5 272 

Jumlah Seluruh SDM - 2 75 20 246 7 5 355 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Dinas 

Pekerjaan Umum kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.3 

adalah sebagai berikut : 
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1 

2 

Tabel 4.3 
Komposisi SOM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Menurut 

Pangkat/Golongan/Ruang per J anuari 2016 

Urain 
Pangkat/ go l/Ruang 

IV/c IV/b IIUd II Uc III/b II Va Il/d !Uc 11/b II/a lid 

Struktural 

Kepala Dinas I - - - - - - - - - -

Sekretaris - I - - - - - - - - -

Kepala Subbag - - I 2 - - - - - - -

Kepala Bidang - -
,, 

I - - -.) - - - -

Kepala Seksi - - 3 3 4 I - - - - -

Sub Jumlah I I 7 6 4 I - - - - -

Staf Pegawai - I - I 2 9 11 15 18 4 2 

92 

lie 

-

-

-

-

-

-

-

Total Pengawai I 2 7 7 6 10 11 15 18 4 2 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan tabel jumlah pegawai di atas, diperoleh kenyataan bahwa 

komposisi dan jumlah pegawai tidak sebanding dengan be ban kerja yang ada, 

sehingga untuk mclaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Nunukan secara optimal perlu peningkatan sumber daya manusia 

baik kuantitas maupun kualitas. 

Jumah 

I 

I 

,, 
.) 

4 

11 

20 

63 

83 
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B. Hasil Penelitian 

1. Proses implementasi kebijakan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kabupaten Nunukan 

a. Komunikasi 

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara 

pelaksana program (kebijakan dengan para kelompok sasaran (target 

group). Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan 

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat 

kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implernentasi kebijakan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Nunukan. 

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh dalam proses implementasi 

kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten 

Nunukan, bahwa sejalan dengan pesatnya pcmbangunan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat ada 

beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 06 Tahun 2011 tentang IMB sudah tidak sesuai lagi dengan 

kondisi dan perkembangan daerah Kabupaten Nunukan saat ini 

sehingga diterbitkan peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 

tahun 2013, menumbuhkan konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten 
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Nunukan untuk mengendalikan, menata dan mengembangkan secara 

tertib, terarah dan terpadu dimasa yang mendatang sehingga 

diperlukan pengaturan dalarn hal mendirikan bangunan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh data kurang 

efektifnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat 

hanya sekedar tahu tetapi belum paham tentang perubahan atas Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dari Perda Nomor : 06 Tahun 2011 ke 

Perda Nomor: 13 Tahun 2013. 

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara, sebagaimana yang 

disarnpaikan Bapak Attaqwin sebagai masyarakat pemohon sebagai 

berikut: 

"Sudah mengetahui adanya perubahan tentang Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), tapi isi peraturan IMB belum tahu" 
(wawancara, 07 April 2016) 

Pemyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Sapto 

Wibowo sebagai masyarakat pemohon sebagai berikut: 

"Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai 
dengan yang dilaksanakan, katanya persyaratan mudah dan 
jangka waktu tidak terlalu lama namun kenyataannya berbulan ~ 
bulan IMB belum kami terima" (wawancara, 07 April 2016). 

Lebih lanjut mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum yang terkait dengan pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan berdasarkan hasil wawancara sebagaimana 

yang disarnpaikan Bapak Agus, ST, selaku Kepala Bidang Penataan 

Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Komunikasi ke pimpinan (kepala dinas) hanya melapor 
kegiatan dalam proses pengurus dan telah selesai di proses 
IMBnya karena sudah ada pelimpahan/pendelengasian 
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wewenang dari Bupati ke kepala Dinas dengan Peraturan Bupati 
Nunukan Nomor 17 Tahun 2015. Untuk komunikasi ke staf 
dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai SPO dan 
tupoksi masing-masing staf' ( wawancara, 15 April 2016). 

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku 

Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) menyampaikan 
bahwa berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk 
peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya 
staf akan dihitung biaya retribusi IMB, dan dikeluarkan surat 
rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. Untuk komunikasi ke 
staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk sesuai 
tupoksi masing-masing staf seperti ada yang memeriksa gambar, 
menghitung biaya retribusi dan membuar surat rekomendasi 
pembayaran" ( wawancara, 15 April 2016). 

Pemyataan di atas diperkuat oleh informan triangulasi Ibu Asiani 

selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) mendampingi Kasi 
Pengendalian & Pemanfaatan Ruang menyampaikan bahwa 
berkas pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan 
ke lapangan bersama staf BKPMPT dan selanjutnya kami akan 
menghitung biaya retribusi IMB, dan membuat surat 
rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. Untuk komunikasi ke 
Kasi Pengendalian & pemafaatan Ruang dengan menyampaikan 
bahwa berkas pemohon telah selesai baik perhitungan biaya 
retribusi maupun surat rekomendasi yang selanjunya akan di 
tanda tangani kepala bidang" (wawancara, 07 April 2016). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan komunikasi sudah efektif yang terjalin di dalam 

lingkup pelaksana program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka akan 

kerjakan sehingga tugas dan tanggung jawab yang akan mereka 
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kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi yang 

terjalin antara pelaksana program dan para kelompok sasaran 

diantaranya masyarakat kabupaten Nunukan secara umum dan 

khususnya pemohon IMB masih kurang efektif meskipun sudah 

diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan. 

b. Sumber Daya 

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari 

keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika 

kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka 

kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. 

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh, jumlah pegawai negen 

sipil (PNS) 8 (delapan) orang dengan tingkat pendidikan strata satu 

(Sl) 6 (enam) orang, l (satu) orang pendidikan Sekolah Menengah 

Atas dan 1 (satu) orang paket C-IPS, yang dibantu oleh tenaga honorer 

(pegawai tidak tetap) sebanyak 23 orang tingkat pendidikan rata-rata 

Sekolah Menengah Atas. Sedangkan sumber daya finansial 
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pemerintah sangat mendukung dengan tiap tahun terdapat beberapa 

program salah satunya kegiatan Percepatan Pembuatan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Sembilan Kecamatan (Pemutihan IMB) 

dengan nilai pagu anggaran Rp. 437.228.000,00 (Empat Ratus Tiga 

Pu/uh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Delapan Rupiah). 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh bahwa sumber 

daya manusia dalam melaksanakan implementasi kebijakan pelayanan 

izin mendirikan bangunan (IMB) tidak memadai karena masih 

kurangnya pegawai di bidang Penataan Ruang sehingga pelayanan 

IMB kurang optimal, selain itu pegawai dalam penataan ruang rata-

rata tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sebagaian tenaga 

honorer sehingga proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 

membutuhkan proses yang lama dengan sistem pelayanan tidak satu 

pintu. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara, sebagaimana yang 

disampaikan oleh informan Bapak Agus, ST selaku Kepala Bidang 

Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

menyatakan bahwa : 

"SDM yang ada saat ini kurang memadai dan sangat kekurang, 
kami butuhkan sekali khusus staf yang menghitung retrisbusi 
IMB dan pengawasan IMB" (wawancara, 15 April 2016). 

Pemyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Saharuddin, 

S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

"Untuk SDM, kami sangat kekurang khususnya staf yang 
menghitung biaya retrisbusi IMB dan pengawas IMB, juga 
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peralatan pendukung seperti printer, komputer dengan 
spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan 
pelayanan lzin Memdirikan Bangunan ke masyarakat" 
(wawancara, 15 April 2016). 

Hal yang sama diungkapkan Bapak Juni Mardiansyah, STPDN selaku 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

(BKPMPT) Kah. Nunukan yaitu: 

"Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), SKPD Teknis belum menempatkan staf dalam 
pelayanan. Dinas PU harus menempatkan satu personil (staf) di 
BKPMPT" (wawancara, 15 April 2016). 

Hal yang hampir sama diungkapkan Bapak Attaqwin sebagai 

masyarakat pemohon sebagai berikut : 

"Prosesnya pengurusan IMB lama, butuh waktu yang lama buat 
para petugas melakukan kunjungan lapangan setelah berkas 
permohonan sudah masuk dan proses jalannya berkas tidak satu 
pintu sehingga masyarakat merasa kesulitan" ( wawancara, 07 
April 2016). 

Hal yang hampir sama diungkapkan Bapak Sapto Wibowo sebagai 

masyarakat pemohon sebagai berikut : 

"Prosesnya lama, berbulan-bulan baru bisa membayar retribusi 
dan pegawainya banyak tidak di kantor karena sedang dinas 
luar" (wawancara, 07 April 2016). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut 

<lapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan dan keahlian 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dengan 

demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan 

maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus 

memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dari pimpinan. Dan disamping itu dalam sumber daya 
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manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang 

dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan 

yang ditanganinya. selain sumber daya manusia adalah sumber daya 

dana/ finansial dan sumber daya peralatan yang diperlukan untuk 

membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya 

peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) 

masyarakat j uga terbatas. 

c. Disposisi 

yang harus diberikan kepada 

Disposisi adalah karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Disposisi diartikan sebagai sikap 

para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena 

itu, jika implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di 

Kabupaten Nunukan ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan 

tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga 

harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan 

tersebut secara demokratis, antusias dan responsif kepada masyarakat. 

Adapun sikap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengacuh pada sikap transparansi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). 

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh pada Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Nunukan diperoleh data dalam 

pelaksanaan pelayanan IMB setiap pegawai bekerja sesuai dengan 
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tupoksi dan uraian Seksi Tata Bangunan dan Seksi Tata Ruang dengan 

pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, selain itu dalam 

pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Penataan 

Ruang yaitu Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izm 

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang R TR 

wilayah Kabupaten I kota beserta rencana rincinya mencapai indicator 

pencapaian angka 100. Kemudian berdasarkan hasil observasi di 

lapangan mengenai pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

sudah ada kemauan untuk memberikan pelayanan yang optimal 

dengan berusaha memberikan pelayanan yang efektif kepada 

masyarakat pemohon. 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara oleh informan Ibu Asiani 

selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Disposisi dari atasan (kepala Bidang dan Kasi Pengendalian & 
Pemanfaatan Ruang) langsung kami tindaklanjuti dan bekerja 
sesuai tugas kita masing - masing, selanjutnya akan 
disampaikan kembali kepada pimpinan untuk disampaikan ke 
kepala bi dang serta di proses" ( wawancara, 11 April 2016) . 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku 

Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Disposisi dari atasan (kepala Bidang) langsung kami 
tindaklanjuti dengan memberikan tugas ke staf sesuai tugas 
masing - masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada 
saya untuk disampaikan ke kepala bidang" (wawancara, 15 
April 2016). 
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Pemyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Bapak Agus, ST 

selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum 

sebagai berikut : 

"Disposisi langsung diberikan kepada staf sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing karena alur pengurusan IMB yaitu 
pemohon IMB menyerahkan berkasnya ke BKPMPT 
selanjutnya berkas yang lengkap di serahkan ke Dinas PU 
kemudian bersama-sama meninjau lokasi pemohon untuk 
pemeriksaan secara teknis sebelum di keluarkan rekomendasi 
pembayar ke BKPMPT" (wawancara, 15 April 2016). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa para impiementor sudah mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan 

tersebut sesum dengan tupoksi masing-masing, dan mereka 

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. 

(mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan 

tanggung jawab). Meskipun sumber-sumber untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para 

implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta 

mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi 

kebijakan bisa j adi masih belum efektif, karena terdapat 

ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai 

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang 

42711.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



102 

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 

yang baik. 

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh yaitu Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) dengan menjabarkan tupoksi masing-masing 

pegawai. Selain itu, didukung melalui peraturan daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, 

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peraturan 

daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan 

Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang 

Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ditemukan 

informasi komitmen badan pelaksana pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dalam melaksanakan kebijakan/program sudah 

sesuai dengan standar dan mekanisme yang berlaku, sehingga 

pelaksana memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara 

kelembagaan. Akan tctapi dalam hal kemampuan belum memadai 

dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dan rata-rata tenaga 

honorer lulusan Sekolah Menengah Atas. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Bapak 

Agus, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan diperoleh informasi sebagai berikut: 
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"Struktur Birokrasi BKPMPT yang mempunyai kewenangan 
sedangkan Dinas Pendidikan Umum sebagai pelaksana teknis 
saja" (wawancara, 15 April 2016). 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Saharuddin, S.ST, SE selaku 

Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Struktur Birokrasi kami berkoordinasi dengan BKPMPT yang 
mempunyai ke wenangan sedangkan dinas PU sebagai 
pelaksana teknis saja. Untuk bangunan tower berkoordinasi 
dengan Dinas Perhubungan" (wawancara, 15 April 2016). 

Lebih lanjut disampaikan oleh informan triangulasi lbu Asiani selaku 

Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Nunukan sebagai berikut: 

"Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan 
yang melanggar IMB, Memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang aturan - aturan, Khusus bangunan lama 
yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2013 dengan membuat surat pemyataan di atas materai" 
(wawancara, 11 April 2016). 

Hal di atas diperkuat oleh informan Ibu Fitrani, S. Hut selaku Kepala 

Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan 

Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang menyatakan bahwa: 

"BKPMPT dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan ljin 
Mendirikan Bangunan (IMB) saling berkoordinasi dengan Dinas 
Pekerjaan Umum khususnya Bidang Penataan Ruang secara 
bersama-sama pro aktif dalam memberikan pelayanan IMB 
kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat" 
(wawancara, 21 April 2016). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan 

Perizinan Terpadu (BKPMPT) yang mempunyai kewenangan dalam 

hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh 
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Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan 

mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-

masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Selain itu 

Dinas Pekerjaan Umum aktif melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap bangunan yang melanggar Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

2. Kendala - kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam 
Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB), faktor 
pendukung dan penghambat di Kabupaten Nunukan 

a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

menggunakan dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa pada 

proses implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam 

kebijakan pelayanan IMB adalah sebagai berikut : 

1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2) Peraturan Bupati N om or 17 tahun 2015 ten tang Pendelegasian 

Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) 

Izin Gangguan dan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Fitriana, S. Hut 

selaku Kepala Bi dang Perizinan T ertentu, Badan Koordinasi 
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Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) sebagai 

berikut: 

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pelaksana 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pada 
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011, Peraturan Daerah 
Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 
2013 dan adanya ad vis hukum terhadap permohonan 
pendaftaran ulang" (wawancara, 21 April 2016). 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala 

Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu (BKPMPT) sdri Ibu Fitriana, S.Hut menyatakan 

bahwa: 

"Untuk mendukung implementasi kebijakan pelayanan izin 
mendirikan bangunan (IMB) hams mengacu pada : Advis 
Hukum terhadap Permohonan Pendaftar Ulang (daftar ulang lzin 
Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Agustus 
2012 Bag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nunukan" 
(wawancara, 21April2016). 

Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh 

informan triangulasi yaitu Bapak Haris, ST selaku Kasubbid 

Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) 

yang menyatatakan bahwa: 

"Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian 
Wewenang Bupati Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan" (wawancara, 21 April 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui dokumentasi, observasi dan 

wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pelayan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten 
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Nununkan pada umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung 

yaitu adanya aturan atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksana 

pelayanan dan proses dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, 

peraturan Bupati dan advis hukum. 

b. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

menggunakan dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa pada 

proses implementasi kebijakan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

kebijakan pelayanan IMB adalah sebagai berikut : 

1) Keterbatasan sumber daya manusia yakni orang yang ahli dalam 

menggambar bangunan. 

2) Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga 

bangunan tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar 

Garis Sempadan Bangunan (GSB). 

3) Pengetahuan/pemahaman masyarakat ten tang Peraturan 

Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 junto nomor 13 tahun 

2013 tentang tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 

penting bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan informan lbu Fitriana, S. 

Hut selaku Kepala Bidang Perizinan Tertentu, Badan Koordinasi 
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Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) sebagai 

berikut: 

"Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB) karena belum adanya RTRW dan 
RDTR Kabupaten Nunukan, belum adanya Perda Bangunan, 
Tidak tersedianya data jumlah bangunan permanen dan semi 
permanen dan perpanjang IMB belum diatur secara rinci/detail 
dengan perda" (wawancara, 21 April 2016). 

Informasi lain terkait kendala dalam kebijakan lzin Mendirikan 

Bangunan (IMB) juga didapatkan dari informan bapak Haris, ST 

selaku Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan 

Pemerintahan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan 

Terpadu (BKPMPT) yang menyatatakan bahwa : 

"Dokumen rencana teknis yang diajukan pada saat uji materi di 
lapangan tidak sesuai dengan rencana teknis pemohon dan 
sketsa lokasi yang di lampirkan tidak sesuai dengan lokasi di 
lapangan. Pemohon tidak melampirkan no hp yang bisa di 
hubungi apabila ada kekurang berkas dan peninjauan lapangan. 
Selain itu Peraturan daerah (perda) No 13 tahun 2013 tidak 
mengakomodir terhadap perpanjangan IMB" (wawancara, 21 
April 2016). 

Sejalan dengan yang dikemukakan informan triangulasi lbu Asiani 

selaku Ibu Asiani selaku Staf Bidang Penataan Ruang, Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Masalah administrasi seperti gambar tidak sesuai lapangan, 
tahun berdiri bangunan tidak sesuai surat pemyataan dari 
pemilik bangunan dan bangunan yang melewati GSB tahun 
berdirinya di atas tahun 2013 bulan Maret tidak 
direkomendasikan untuk diproses penerbitan IMB karena belum 
ada perda yang mengatur" (wawancara, 11 April 2016). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak 

pemohon yaitu Bapak Attaqwin yang menyatakan sebagai berikut : 
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"Sudah tahu isi perda IMB, tapi apa yang disampaikan ke 
masyarakat tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, katanya 
persyaratan mudah dan jangka waktu tidak terlalu lama namun 
kenyataannya berbulan - bulan IMB belum kami terima" 
(wawancara, 07 April 2016). 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan informan Bapak Saharuddin, 

S.ST, SE selaku Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang, 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan yaitu: 

"Banyak masyarakat kurang paham tentang aturan - atuarn Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) yang disebabkan kurangnya 
sosialisasi ke masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB)" (wawancara, 15 April 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa untuk 

menghasilkan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) yang efektif dan efesien diperlukan upaya-upaya 

tertentu untuk perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan Perda 

terkait IMB, dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

umum dan khususnya kepada pemohon IMB di Kabupaten Nunukan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Jzin Mendirikan Bangunan 
(IMB) di Kabupaten Nunukan 

a. Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari komunikasi dalam 

implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di Kabupaten Nunukan bahwa komunikasi sudah efektif terjalin di 

dalam lingkup pelaksana program pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang 

mereka akan kerjakan sehingga tugas dan tanggung jawab yang akan 
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mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi 

yang terjalin antara pelaksana program dan para kelompok sasaran 

diantaranya masyarakat kabupaten Nunukan secara umum dan 

khususnya pemohon IMB masih kurang efektif meskipun sudah 

diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan 

Bangunan di Kabupaten Nunukan. 

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa 

yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau 

pengalamannya kepada orang iain. Faktor komunikasi dianggap 

sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara 

masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga 

dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijkan berjalan dengan efektif 

dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru 

akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor 

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat 

diperoleh melalui komunikasi yang baik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Agustino 

(2006: 157) bahwa komunikasi merupakan salah-satu variabel penting 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi 

kebijakan publik. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap 

penenmaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas 

komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas 

implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran 1s1 
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kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi 

terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi 

yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada 

kelompok sasaran akan sangat berperan. 

Fungsi koordinasi dan komunikasi antar organisasi dapat dipandang 

sebagai salah satu bagian perekat, penyelaras, atau pemaduan 

pelaksanaan kerja dari masing-masing unit kerja sehingga menjadi 

satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu 

tujuan serta target yang ditetapkan sebelumya. Disamping itu melalui 

komunikasi berbagai masalah dan kendala dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi, dan kemudian 

dapat dirumuskan solusinya. Dengan demikian, prospek implementasi 

kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi para 

pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

consistency). Hali ini sejalan dengan pendapta Hogwood dan Gunn 

dalam Wahab (2002:71) yang menyatakan bahwa untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempuma (perfect 

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertcntu. 

Komunikasi dan koordinasi yang sempuma salah satunya. 

Edward III dalam Widodo (2010:97) menyatakan bahwa komunikasi 

kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi 

transforrnasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi 

(consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public 

disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementors) kebijakan, 
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tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak 

lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karena itu, dimensi komunikasi 

mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi 

transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat 

ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan 

pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (clarity) 

menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para 

pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung 

maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan 

jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi 

maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik 

tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang'seharusnya 

dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

Sejalan dengan yang dikemukakan Van Horn dan Van Mater (dalam 

Widodo 2010) bahwa agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan 

baik maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para 

individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian 

standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka 

penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa 

menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency 

and uniformity) dari berbagai sumber informasi. prospek implementasi 
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kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada 

para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

consistency) (Van Mater dan Varn Hom, dalam Widodo 2010). 

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap 

suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan 

tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para 

pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya 

dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, 

pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses 

yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam 

organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke 

komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang 

disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda 

memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap 

suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan 

interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada 

suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang 

lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

b. Sumber Daya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan 

keahlian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi 

kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas 
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dan tanggung jawab dari pimpinan. Dan disamping itu dalam sumber 

daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf 

yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas 

pekerjaan yang ditanganinya. selain sumber daya manusia adalah 

sumber daya <lanai finansial dan sumber daya peralatan yang 

diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. 

Terbatasnya peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hams diberikan kepada 

masyarakat juga terbatas. 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources). Edwards III (Widodo, 

mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari 

2010) 

"Staff, 

information, authority, facilities; building, equipment, land and 

supplies". Edward III mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut 

dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat 

kesesuaian dan kejelasan. 

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Edward III dalam 

Agustino (2006: 158-159), sumberdaya merupakan ha! penting dalam 

implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang 

digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi 

implementasi kebijakan terdiri dari: 

a) Staf 

b) Informasi 

c) Wewenang 

42711.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



114 

d) Fasilitas 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari 

keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika 

kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka 

kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sejalan dengan 

yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono 

(2011: 100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu 

dukungan sumber daya manusia (human recources) maupun 

dukungan sumber daya non-manusia (non-human recources). 

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain juga patut untuk 

diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan IMB di Kabupaten 

Nunukan, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu, 

karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah 

tersedia, namun tidak didukung dengan sumber daya finansial dan 

sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan, maka akan 

menjadi persoalan yang pelik untuk meralisasikan apa yang hendak 

menjadi tujuan kebijakan IMB itu sendiri. 

Sejalan yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

(1983) bahwa karakteristik kebijakan adalah kemampuan 
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kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, salah 

satunya meliputi Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap 

kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staff untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta 

memonitor program yang semuanya memerlukan biaya. 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya 

finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

Lebih lanjut Van Mater dan Van Hom (dalam Widodo 2010) 

mengemukakan bahwa Sumber daya kebijakan (policy resources) 

tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan 

ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi 

implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau 

insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) 

suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain 

dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar 

terhadap gagalnya implementasi kebijakan." 
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Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle ( dalam 

Subarsono, 2005: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhrnana 

kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi 

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhrnana 

perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak 

sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementomya dengan rinci, dan apakah sebuah 

program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 

c. Disposisi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor sudah 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan 

mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi 

masing-masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam 

Winamo (2006: 142-143) mengemukakan "kecenderungan-

kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif'. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap 

positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka 

terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan 

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. 
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Hal ini sesum dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa 

disposisi m1 diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan 

menurut Edward Ill, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para 

implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan 

untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): 

"sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan 

sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. 

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak 

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang 

harus diselesaikan". 

Menurut peneliti, selama ini yang terjadi dalam pelayanan lzin 

Mendirikan Bangunan di Kabupaten N unukan yaitu respons 

implementor terhadap kebijakan cukup baik, yang terkait dengan 

kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam 

hal kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah 

ditetapkan implementor memiliki disposisi yang cukup baik, sehingga 
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pelaksana kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. 

Penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan 

tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi 

yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman 

dalam Van Mater dan Van Hom, 1974). Pada akhimya, intesitas 

disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi 

pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya 

intensitas disposisi m1, akan bisa menyebabkan gagalnya 

implementasi kebijakan. 

d. Birokrasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPMPT yang mempunyai 

kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan 

diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana 

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, 

memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung 

jawab 
. . 

mas mg-mas mg, baik sccara individu maupun secara 

kelembagaan. Selain itu DPU aktif melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap bangunan yang melanggar Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa 
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dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai 

keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi 

masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur 

birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang, birokrasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan hams dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif 

terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal m1 akan 

menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan 

kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur 

birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji 

implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winamo 

(2005: 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: 

"Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". 

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur 

birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard 

Operating Procedures) dan fragmentasi. 

Standard Operating Procedures (SOP) dikembangkan sebagai respon 

internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana 

dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi

organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin 

didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat 
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perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau 

program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi 

kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru 

atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. 

Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara 

yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP 

menghambat implementasi (Edward III, 1980). 

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit 

birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok 

kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat 

kebijakan yang mempengaruhi orgamsas1 birokrasi publik. 

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu 

wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. ''.fragmentation 

is the dispersion of responsibility for a policy area among several 

organizational units. " (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor

aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu 

dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin 

kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan 

bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk 

berhasil (Edward III, 1980). 

Pada implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan bangunan di 

Kabupaten Nunukan sudah tersedia SOP sehingga para pegawai atau 

pelaksana kebijakan pelayanan IMB melaksanakan kegiatan rutin 

42711.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



121 

setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari sisi 

Fragmentasi berupa upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan 

kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit dimana 

pada Renstra Dinas Pekerjaan umum sudah jelas tupoksi masing

masing bidang. 

Dalam proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan di lihat dari empat indikator 

yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Komunikasi 

dalam proses pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Nunukan dalam lingkup pelaksana kebijakan sudah efektif 

tetapi komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran 

yakni masyarakat pemohon IMB di Kabupaten Nunukan tergolong 

cukup efektif ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan 

daerah Kabupaten Nunukan Tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

Sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, sumber daya 

finansial dan sumber daya peralatan. Dalam sumber daya manusia 

masih kurang dan terbatas, selain itu belum ada ketepatan dan 

kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang 

dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Sumber 

daya <lanai finansial sudah cukup efektif dengan adanya program dan 

kegiatan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sumber daya 

peralatan masih terbatas untuk menunJang operasionalisasi 

pelaksanaan kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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Disposisi dan birokrasi dinilai sudah efektif. Para implementor 

kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan 

tersebut sesum dengan tupoksi 
. . 

masmg-masmg, dan mereka 

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam ha! birokrasi 

sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas 

pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara 

individu maupun secara kelembagaan. 

2. Kendala - kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam 
Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten 
Nunukan 

a. Faktor Pendukung dalam lmplementasi Kebijakan lzin Mendirikan 

bangunan (lMB) 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayan 

lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nununkan pada 

umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu adanya aturan 

atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksana pelayanan dan proses 

dalam penerbitan Izin Mcndirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, peraturan Bupati dan advis 

hukum. 

Selain itu faktor-faktor penting implementasi pelayanana Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat mendukung lainnya adalah 

adanya kejelasan regulasi atau peraturan perundangan. Hal-hal yang 
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terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

selain itu adanya advis hukum terhadap permohonan pendaftaran ( daftar 

ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Dalam proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Pendelegasian 

wewenang dan jenis pelayanan yang didelegasikan tertuang pada pasal 

2 "Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian 

kewenangannya dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada 

SKPD". Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan yang didelegasikan kepada SKPD 

adalah sebagai berikut : 

1) Bidang Perizinan Usaha 

2) Bidang Perizinan Tertentu Meliputi : 

a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

b) Izin Gangguan 

c) Izin Penyelenggaraan Reklame; dan 

d) SITU Izin Penjualan Minuman Beralkohol. 

3) Bidang Perizinan Penanaman Modal, Meliputi : 
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Disposisi dan birokrasi dinilai sudah efektif. Para implementor 

kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui 

apa yang harus mereka lakukan dan mengimplementasikan kebijakan 

tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan mereka 

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

BKPMPT yang mempunyai kewenangan dalam hal birokrasi 

sementara pelaksanaan pelayanan diambil alih oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan sebagai pelaksana pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti terhadap tugas 

pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara 

individu maupun secara kelembagaan. 

2. Kendala - kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam 
Implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten 
Nunukan 

a. Faktor Pendukung dalam lmplementasi Kebijakan Izin Mendirikan 

bangunan (IMB) 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayan 

lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nununkan pada 

umumnya didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu adanya aturan 

atau regulasi yang jelas yang mengatur pelaksana pelayanan dan proses 

dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, peraturan Bupati dan advis 

hukum. 

Selain itu faktor-faktor penting implementasi pelayanana Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang sangat mendukung lainnya adalah 

adanya kejelasan regulasi atau peraturan perundangan. Hal-hal yang 

42711.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



123 

terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

selain itu adanya advis hukum terhadap permohonan pendaftaran ( daftar 

ulang) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Dalam proses Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. Pendelegasian 

wewenang dan jenis pelayanan yang didelegasikan tertuang pada pasal 

2 "Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian 

kewenangannya dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada 

SKPD". Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan yang didelegasikan kepada SKPD 

adalah sebagai berikut : 

1) Bi dang Perizinan Usaha 

2) Bidang Perizinan Tertentu Meliputi : 

a) lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

b) Izin Gangguan 

c) Izin Penyelenggaraan Reklame; dan 

d) SITU Izin Penjualan Minuman Beralkohol. 

3) Bidang Perizinan Penanaman Modal, Meliputi : 
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4) Pelayanan nonpenzman yaitu pelayanan berupa bentuk 

kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap proses implementasi kebijakan 

pelayanan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) di Kabupaten Nunukan 

dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam proses 

implementasi pelayanan IMB adalah sebagai berikut: 

1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian 

Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) 

Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

b. Faktor Penghambat lmplementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) 

Berdasarkan hasil penelitian untuk menghasilkan implementasi 

kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang efektif dan 

efesien diperlukan upaya-upaya tertentu untuk perbaikan salah satunya 

dengan penyempurnaan Perda terkait IMB, dan aktif melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pem'.)h'.)!'! 

IMB di Kabupaten Nunukan, dan pengoptimalan sumber daya baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. 

Bertolak dari pendapat Edward III dalam Agu~~i!:.'.) (20;J'5, 15E. 15S·j 

tentang model atau pendekatan implemetasi kebijakan, kendala yang 
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sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan publik antara lain sumber 

daya. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 

atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 

saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, 

tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan 

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

Selain sumber daya, informasi dan komunikasi juga merupakan faktor 

yang menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan publik. 

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: 

pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(<;freet-level-hureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau 

tidak ambigu/mendua. Selain itu, perintah yang diberikan dalam 

pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk 

ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah

ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di 

lapangan. Edward III dalam (Winamo, 2006). 
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Pressman dan Wildavsky (dalam Abdul Wahab, 1997) Juga 

mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat 

perhatian yang saksama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

salah jika ada yang beranggapan jika proses implementasi kebijakan 

dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji 

(dalam Abdul Wahab, 1997) mengatakan dengan jelas bahwa the 

execution of policies is a important ~f not more omportant than policy 

making, policies wiil remain dreams or blue prints file jacket unless they 

are implemented (pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, 

bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perbuatan kebijakan. 

Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) 

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005), ada empat 

kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu 

program yaitu: 1 ). Kondisi lingkungan; 2). Hubungan antar organisasi; 

3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program; dan 4). 

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan Weimer dan 

Vining (dalam Subarsono, 2005) menegaskan ada tiga kelompok 

variabel besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program 

yaitu: 1 ). Logika kebijakan; 2). Lingkungan kebijakan; dan 3). 

Kemampuan implementor kebijakan. 

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan diatas, 

secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki 

vanas1 pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam variasi padangan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. 

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap proses implementasi kebijakan 

pelayanan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) di Kabupaten Nunukan 

dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses 

implementasi pelayanan IMB adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia yaitu 

staf pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sumber daya 

finansial berupa fasilitas yang masih minim. 

2. bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata mang sehingga 

bangunan tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar 

Garis Sempadan Bangunan (GSB). 

3. Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pemerintah 

Daerah Nomor 06 tahun 2011 junto nomor 13 tahun 2013 tentang 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penting bangunan 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uratan pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan proses pelayanan IMB mengacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas 

peraturan dacrah Nomor 6 Tahun 2011 tantang Izin Mendirikan Bangunan 

1. Proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Nunukan. 

a. Komunikasi dalam implcmentasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan . 

Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan sudah efektif terjalin di dalam 

lingkup pelaksana program pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

selaku pembuat keputusan. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara 

pelaksana program dan para kelompok sasaran masih kurang efektif meskipun 

sudah diadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang lzin Mcndirikar. 

Bangunan di Kabupaten Nunukan. 

b. Sur.1bcr daya baik dari sumbcr daya manusia maupun sumber daya finansial. 

Sumber daya manusia masih terbatas dan belum ada ketepatan dan kelayakan 

antara jumlah staf yang dibutuhkan dcngan kcahliuii yar.g dir.1iliki scsuui 

dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Sumber daya dana/ finansial sudah 
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cukup efektif dengan adanya program dan kegiatan tentang lzin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Sumber daya peralatan masih terbatas untuk menunjang 

operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan 

(IMB). 

c. Disposisi pada proses implementasi pelayanan lzin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dinilai sudah efektif. Para implementor kebijakan pelayanan IMB di 

Kabupaten Nunukan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan 

mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi masing

masing, dan mereka mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut. 

d. Birokrasi dalam proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dinilai sudah cukup baik. BKPMPT yang mempunyai 

kewenangan dalam hal birokrasi sementara pelaksanaan pelayanan diambil 

alih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan sebagai pelaksana pelayanan lzin 

Mendirikan Bangunan (IMB) sudah mengetahui, memahami dan mengerti 

terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing, baik secara 

individu maupun secara kelembagaan. 

2. Kendala - kendala yang di hadapi Dinas pekerjaan Umum dalam Implementasi 

kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan 

a. Faktor pendukung lmplementasi Kebijakan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

I) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junto Nomor 13 Tahun 2013 

tentang lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 
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2) Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Pendelegasian 

Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

3) Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftaran (daftar ulang) Izin 

Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

b. Faktor penghambat lmplementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 

(!MB) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

1) Keterbatasan sumber daya baik dari sumber daya manusia yaitu staf 

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sumber daya finansial 

berupa fasilitas yang masih minim. 

2) Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan 

tidak tertata dengan baik dan bangunan yang melanggar Garis Sempadan 

Bangunan (GSB). 

3) Pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pemerintah 

Daerah Nomor 06 tahun 2011 junto nomor 13 tahun 2013 tentang tentang 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penting bangunan memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB); 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk 

memberikan beberapa rekomendasi yang terkait dengan implementasi kebijakan 

pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Dalam melaksanakan kebijakan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten 

Nunukan diharapkan mencari solusi yang tepat, dengan menambahjumlah staf dan 

person ii sehingga kinerja staf pelayanan dan aparat/personil tim pengawasan dan 

pemanfaatan ruang dapat lebih maksimal. 

2. Untuk lebih mengefektifkan kinerja aparat/personil tim penertiban dan 

pemanfaatan ruang, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan 

mempercepat proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR W), Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) dan 

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. 

3. Diharapkan agar sosialisasi dapat dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka 

persamaan persepsi dan adanya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada 

pihak-pihak yang melanggar Peraturan Daerah tentang lzin Mendirikan Bangunan 

IMB). 

4. Diharapkan agar masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 

2011 junto Nomor 13 Tahun 2013 tentang lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah. 
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Lampiran l: Pedoman Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PELA YAN IZIN MENDIRIKAN BANG UN AN (IMB) DI 

KABUPA TEN NUNUKAN 

1. Apakah sudah terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program 

dengan pemohon (masyarakat) IMB? 

2. Apakah sudah didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasaran dan 

sumber daya finansial untuk melaksanakan Implemenasi Kebijakan IMB? 

3. Upaya apa yang dilakukan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pola 

tata ruang sehingga bangunan tidak tertata dengan baik; 

4. Upaya apa yang dilakukan dengan bangunan yang melanggar Garis Sempadan 

Bangunan (GSB); 

5. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Daerah 

Norn or 06 tahun 2011 jun to nomor 13 tahun 2013 tentang tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi tata cara pengurusan IMB, manfaat 

memiliki IMB dan sanksi apa bila bangunan tidak memiliki IMB; 

6. Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya 

memiliki Izin Legalitas Bangunan (ILB) dan memasang plang IMB 

7. Apakah sudah dilaksanakan pengawasan/pcngendalian terhadap bangunan 

baru berdiri; 
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Lampiran 2: Pedoman Observasi 

HAL - HAL YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM OBSERVASI 
TENT ANG IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PELA YAN IZIN MENDIRIKAN 

BANG UN AN (IMB) DI KABUPA TEN NUNUKAN 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

5. Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang sehingga bangunan tidak 

tertata dengan baik; 

6. Bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB); 

7. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 tahun 2011 junto 

nomor 13 tahun 2013 tentang tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

8. Pemasangan plang IMB 

9. Pengawasan/pengendalian terhadap bangunan baru berdiri; 
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Lampiran 3: Pedoman Studi Dokumen 

STUD I DOKUMEN TENT ANG IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PELA YAN 
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NUNUKAN 

1. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 tahun 2012 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2013 

4. Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

5. Advis Hukum tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 

7. Data Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Penataan Ruang DPU Kah. Nunukan 
( Bapak Juni Mardiansyah, STPDN pada hari jum'at tanggal 15 April 2016) 

I. Apakah sudah terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan 

pemohon (masyarakat) IMB , jelaskan? 

Jawab: 

>-- Setiap program pelayanan harus ke lapangan dihimbau pengurus IMB yang 

dibantu oleh Dinas PU dan Satpol PP 

>-- Disposisi, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni standar 

pelayanan sesuai regulasi standar kementerian PU 

>-- Struktur birokrasi, SKPD teknis belum melekat langsung di Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih di SKPD masing-masing. 

2. Apakah sudah didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta 

sumber daya finansial unruk melaksanakan Implementasi Kebijakan Pelayanan 

IMB, jelaskan? 

Jawab: 

);;-- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lzin Mendirikan Bangunan (IMB), 

SKPD Teknis bclum menempatkan staf dalam pelayanan. Dinas PU harus 

mencmpatkan satu pcrsonil (stat) di BKPMPT 

r Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Teknis dari pemohon yang diterbitkan 

oleh Dinas PU 

J,;. Kantor tetap belum ada sehingga kesulitan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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3. Upaya apa yang dilakukan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata 

ruang sehingga bangunan tida tertata dengan baik, jelaskan? 

Jawab: 

>- Bangunan yang tidak sesuai dengan pola tata ruang diisyarakatkan sesua1 

dengan peraturan daerah (perda). 

>- SK wajib menyesuaikan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 

Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) 

>- Bangunan Renovasi hams sesuai Rencana Tata Banguna dan Lingkungan 

(RTBL). 

4. Upaya apa saja yang dilakukan dengan bangunan yang melanggar garis sempadan 

bangunan, jelaskan? 

Jawab: 

>- Dilakukan sosialisai kepada masyarakat tentang garis sempadan bangunan 

(GSB) tentang tata cara menetapkan batas garis sempadan bangunan sehingga 

masyarakat tidak melanggar GSB, namun terhadap bangunan yang melanggar 

akan diberikan sanksi sesuai Pcrda. 

> Pemasangan plank-plank IMB yang menjadi tugas pokok Dinas PU. 

Y Pengawasan juga menjadi tanggungja\vab Dinas PU sesuai dengan SK 
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Lampiran 4 

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Penataan Ruang DPU Kab. Nunukan 
( Bapak Agus, ST pada hari jum'at tanggal 15 April 2016) 

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 

bagaimana dengan komunikasi Bapak ke Pimpinan (kepala Dinas) dan juga ke staf, 

jelaskan? 

Jawab: 

Y Komunikasi ke pimpinan (kepala dinas) hanya melapor kegiatan dalam proses 

pengurus dan telah selesai di proses lMBnya karena sudah ada 

pelimpahan/pendelengasian wewenang dari Bupati ke kepala Dinas dengan 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015. 

Y Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk 

sesuai SPO dan tupoksi masing-masing staf. 

2. Dalam lmplementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), 

bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, 

jelaskan? 

Jawab: 

r SOM yang ada saat ini kurang memadai dan sangat kekurang, kami butuhkan 

sekali khusus staf yang menghitung retrisbusi IMB dan pengawasan lMB. 

Y Disposisi langsung diberikan kepada staf sesuai dengan tupoksinya masing-

masmg karena alur pengurusan IMB yaitu pemohon IMB menyerahkan 

berkasnya ke BKPMPT selanjutnya berkas yang lengkap di serahkan ke Dinas 
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PU kemudian bersama-sama meninjau lokasi pemohon untuk pemeriksaan 

secara teknis sebelum di keluarkan rekomendasi pembayar ke BKPMPT. 

);;> Struktur Birokrasi BKPMPT yang mempunyai ke wenangan sedangkan dinas 

PU sebagai pelaksana teknis saja. 

3. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan 

Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB), jelaskan? 

Jawab: 

);;> Banyak bangunan masyarakat yang sudah lama di bangun tetapi belum 

memiliki !MB . 

);;> Masyarakat tidak antusias untuk mengurus IMB, nanti mau mengurus setelah 

ada kebutuhan seperti mengambil kredit di Bank, membuat ijin usaha, dan lain 

- lain. 

);;> Belum adanya aturan yang baku sehingga kami sering pada peraturan yang 

lama. 

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam 

Implementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mcndirikan Bangunan (IMB),jelaskan? 

Jawab: 

>-- Bangunan yang dibangunan dibawa Tahun 2013 dapat di proses !MB 

(diterbitkan IMBnya) sesuai Peraturan Daerah. 

>-- Bangunan yang dibangunan di atas Tahun 2013 yang melanggar GSB (Garis 

Sempadan Bangunan) tidak dapat diterbitkan IMBnya sesuai Peraturan 

Daerah. 
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);;> BKPMPT dan Dinas PU secara bersama-sama melakukan sosialisasi tentang 

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 junta Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Izin mendirikan Bangunan (IMB) meliputi tata cara pengurusan !MB, berapa 

lama pengurusan IMB, manfaat memiliki IMB, dan sanksi apa saja bila 

bangunan tidak memiliki !MB. 

);;> Dilakukan pengawasan dari BKPMPT dan Dinas PU 
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Lampiran 5: 
Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Pengendalian & Pemanfaatan Ruang 
DPU Kah. Nunukan ( Bapak Saharuddin, S.ST, SE pada hari jum'at 15 April 
2016) 

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 

bagaimana dengan komunikasi Bapak ke Pimpinan (kepala Bidang) dan juga ke 

staf, jelaskan? 

Jawab: 

Y Komunikasi ke p1mpman (kepala bidang) menyampaikan bahwa berkas 

pemohon IMB telah lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama 

staf BKPMPT dan selanjutnya staf akan dihitung biaya retribusi IMB, dan 

dikeluarkan surat rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. 

Y Untuk komunikasi ke staf dengan memberikan pengarahan dan petunjuk 

sesuai tupoksi masing-masing staf seperti ada yang memeriksa gambar, 

menghitung biaya retribusi dan membuar surat rekomendasi pembayaran. 

2. Dalam lmplementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), 

bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, 

jelaskan? 

Jawab: 

-,, Untuk SOM, kami sangat kekurang khususnya staf yang menghitung biaya 

retrisbusi IMB dan pengawas IMB, juga peralatan pendukung seperti printer, 

komputer dengan spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan 

pelayan IMB ke masyarakat. 
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Y Disposisi dari atasan (kepala Bidang) langsung kami tindaklanjuti dengan 

memberikan tugas ke staf sesuai tugas masing - masing, selanjutnya akan 

disampaikan kembali kepada saya untuk disampaikan ke kepala bidang. 

)r> Struktur Birokrasi kami berkoordinasi dengan BKPMPT yang mempunyai ke 

wenangan sedangkan dinas PU sebagai pelaksana teknis saja. Untuk bangunan 

tower berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. 

3. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan 

Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB), jelaskan? 

Jawab: 

)r> Banyak masyarakat kurang paham tentang aturan - atuam lzin Mendirikan 

Bangunan (IMB) . 

)r> Ada 2 (dua) yang bertentangan antara Peraturan Daerah (Perda) Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011. 

)r> Belum adanya RTRW. 

)r> Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (!MB), jelaskan? 

Jawab: 

)r> Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya bangunan memiliki 

lzin Mendirikan Bangunan (IMB). 
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Y Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan yang melanggar 

IMB. 

Y Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan - aturan. 

Y Khusus bangunan lama yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2013 dengan membuat surat pernyataan di atas materai 
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Lampiran 6: 

Hasil Wawancara Dengan Staf Bidang Penataan Ruang DPU Kah. Nunukan ( 
Sdri Ibu Asiani pada hari Senin tanggal 11 April 2015) 

1. Dalam lmplementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (!MB), 

bagaimana dengan komunikasi !bu ke Pimpinan (Kepala Bidang dan Kasi 

Pengendalian & pemafaatan Ruang), jelaskan? 

Jawab: 

Y Komunikasi ke pimpinan (kepala bidang) mendampingi Kasi Pengendalian & 

Pemanfaatan Ruang menyampaikan bahwa berkas pemohon !MB telah 

lengkap dan siap untuk peninjauan ke lapangan bersama staf BKPMPT dan 

selanjutnya kami akan menghitung biaya retribusi !MB, dan membuat surat 

rekomendasi pembayaran ke BKPMPT. 

Y Untuk komunikasi ke Kasi Pengendalian & pemafaatan Ruang dengan 

menyampaikan bahwa berkas pemohon telah selesai baik perhitungan biaya 

retribusi maupun surat rekomendasi yang selanjunya akan di tanda tangani 

kepala bidang. 

2. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (!MB), 

bagaimana dengan Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi, 

jelaskan? 

Jawab: 

y Untuk SOM, kami sangat kurang khususnya staf yang menghitung biaya 

retrisbusi !MB dan pengawas IMB, juga peralatan pendukung seperti printer, 
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komputer dengan spesifikasi terbaru sangat kami butuhkan guna memberikan 

pelayan IMB ke masyarakat. 

Y Disposisi dari atasan (kepala Bidang dan Kasi Pengendalian & Pemanfaatan 

Ruang) langsung kami tindaklanjuti dan bekerja sesuai tugas kita masing -

masing, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada pimpinan untuk 

disampaikan ke kepala bidang serta diproses. 

3. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi Dinas PU (khusus Bidang Penataan 

Ruang) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB), jelaskan? 

Jawab: 

Y Masalah administrasi seperti gambar tidak sesuai lapangan. 

Y Tahun berdiri bangunan tidak sesuai surat pernyataan dari pemilik bangunan. 

Y Bangunan yang melewati GSB tahun berdirinya di atas tahun 2013 bu Ian 

Maret tidak direkomendasikan untuk diproses penerbitan IMB karena belum 

ada perda yang mengatur. 

Y Perpanjang IMB belum diatur secara rinci/detail dengan perda .. 

4. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas PU (khusus Bidang Penataan Ruang) dalam 

Implementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan? 

Jawab: 

Y Menyampaikan ke p1mpman bahwa berkas pemohon IMB tersebut tidak 

sesuai dengan gambar di lapangan dan menghubungi pemohon untuk segera 

memperbaiki gambamya. 
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~ Melakukan pengendalian & Pengawasan terhadap bangunan yang melanggar 

IMB. 

~ Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan - aturan. 

~ Khusus bangunan lama yang melanggar GSB dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2013 dengan membuat surat pernyataan di atas materai 
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Lampiran 7: 

Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pemohon IMB ( Sdr Bapak Attaqwin 
pada hari Kamis tanggal 07 April 2015) 

1. Apa kendala - kendala atau kesulitan Bapak dalam mengurus ljin Mendirikan 

Bangunan (IMB), jelaskan? 

Jawab: 

>-- Proses pengurusan terlalu panjang. 

>-- Tidak adanya penyampaian kelengkapan berkas secara keseluruhan. 

>-- Biaya gambar terlalu mahal 

);;> Biaya retribusi terlalu mahal 

2. Bagaimana dengan pelayanan dalam mengurus !MB di kantor PU? 

Jawab: 

Y Prosesnya lama, kalau berkas sudah masuk, lama baru kita dipanggil untuk 

meninjau ke lapangan. 

>-- Proses jalannya berkas tidak satu pintu, masyarakat di pimpong. 

3. Apakah Bapak sudah mengetahui ada peraturan pemerintah tentang lzin 

Mendirikan Bangunan (!MB)? 

Jawab: 

'r Sudah mengetahuinya. Tapi secara rinci isi peraturan !MB belum tahu 

4. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan daerah 

!MB? 

Jawab: 
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>- Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang 

dilaksanakan, katanya persyaratan mudah danjangka waktu tidak terlalu lama 

namun kenyataannya berbulan - bulan IMB belum kami terima. 

5. Apakah Bapak tahu manfaat bangunan memiliki IMB dan sanksi jika bangunan 

tidak memiliki IMB? 

Jawab: 

>- Tidak tahu. 

>- Sanksinya di bongkar. 
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Lampiran 8: 

Basil Wawancara Dengan Masyarakat Pemohon IMB ( Sdr Bapak Sapto Wibowo 
pada hari Kamis tanggal 07 April 2015) 

1. Apa kendala - kendala atau kesulitan Bapak dalam mengurus Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), jelaskan? 

Jawab: 

Y Sulit Mencari tukang gambar/konsultan 

Y Perpanjang !MB harus mengikuti peraturan baru 

Y Biaya retribusi terlalu mahal 

Y Prosesnya berbelit - belit, harus ini, itu. 

2. Bagaimana dengan pelayanan dalam mengurus !MB di kantor PU? 

Jawab: 

Y Prosesnya lama, berbulan - bulan baru kita membayar retribusi. 

Y Pegawainya banyak tidak di kantor, katanya dinas luar. 

3. Apakah Bapak sudah mengetahui ada peraturan pemerintah tentang lzin 

Mendirikan Bangunan (IMB)? 

Jawab: 

Y Sudah mengetahuinya. 

4. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan daerah 

!MB? 

Jawab: 
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');;;- Sudah, tapi apa yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan yang 

dilaksanakan, katanya persyaratan mudah danjangka waktu tidak terlalu lama 

namun kenyataannya berbulan - bulan IMB belum kami terima. 

5. Apakah Bapak tahu manfaat bangunan memiliki IMB dan sanksi jika bangunan 

tidak memiliki IMB? 

Jawab: 

');;;- Sudah tahu. Untuk mengurus kredit dan ijin usaha 

');;;- Sanksinya di bongkar. Di tegur sama Dinas PU dan Satpol PP 
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Lampiran 9: 

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Perizinan Tertentu, BKPMPT ( Sdri 
lbu Fitriana, S.Hut pada hari Kamis tanggal 21 April 2015) 

1. Dalam proses implementasi kebijakan pelayan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

aturan atau dasar hukum apa menjadi acuan dalam memberikan pelayanan ke pada 

masyarakat? 

Jawab: 

);> Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

);> Peraturan Daerah Nomor 0 I Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan. 

);.- Advis Hukum terhadap Permohonan Pendaftar Ulang (daftar ulang Izin 

Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Agustus 2012 Bag 

Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nunukan. 

);> Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

,., Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang 

Bupati Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan 

Nonperizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

2. Berapa prosentase IMB yang diterbitkan BKPMPT 5 (lima) tahun? 

Jawab: 

>- Tahun 2015 sebanyak 232 izin sesuai fungsi bangunan 

>- Tahun 2014 sebanyak 173 izin sesuai fungsi bangunan 

>- Tahun 2013 sebanyak 144 izin sesuai fungsi bangunan 
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)r> Tahun 2012 sebanyak 171 izin sesuai fungsi bangunan 

)r> Tahun 2011 sebanyak 342 izin sesuai fungsi bangunan 

3. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi (khusus Bidang Perijinan Tertentu, 

BKPMPT) dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan 

(IMB), jelaskan? 

Jawab: 

Y Belum adanya RTRW dan RDTR Kabupaten Nunukan. 

:;;... Belum adanya Perda Bangunan. 

Y Tidak adanya datajumlah bangunan permanen dan semi permanen 

)r> Perpanjang lMB belum diatur secara rinci/detail dengan perda. 

Y Proses dikeluarkannya surat rekomendasi Pembayaran retribusi dari dinas 

Pekerjaan Umum sangat lama 

4. Upaya apa saja yang dilakukan (khusus Bidang Pcrijinan l cncntu, Br .... i'ivii· 1) 

dalam lmplementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), 

jelaskan? 

Jawab: 

:;;... Saling berkoordinas dengan Dinas Pekerjaan Umum khususnya Bidang 

Penataan Ruang secara bersama sama pro aktif dalam memberikan pelayanan 

!MB kepada masyarakat. 

);;. Melakukan sosialisasi ke masyarakat 
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Lampiran 10 : 

Hasil Wawancara Dengan Kasubbid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan 
Pemerintahan, BKPMPT ( Sdr Bapak haris, ST pada hari Kamis tanggal 21 April 
2015) 

1. Bagaimana alur proses Pengurusan IMB dalam Implementasi Kebijakan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nunukan? 

Jawab: 

Pemohon menyerah berkas ke BKPMPT, selanjutnya verifikasi berkas kemudian 

dilakukan peninjauan lapangan/lokasi, ketika terjadi permasalahan (berkas tidak 

sesuai dokumen teknis) pemohon harus melengkapi. Selanjutnya berkas di kirim 

ke Dinas Pekerjaan Umum untuk proses perhitungan biaya retribusi dan 

pengesahan rencana teknis bangunan. Setelah surat rekomendasi diterbitkan 

berkas kembali ke BKPMPT untuk verifikasi ulang stelah ada validasi dari Kepala 

Bidang Perizinan Tertentu dilakukan proses pembayaran biaya retribusi dan 

terakhir dilakukan pencetakan dan penandatangan SK Kepala BKPMPT tentang 

Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi (khusus Kasubbid Perizinan, 

Pertanahan, Pembangunan dan Pemerintahan, BKPMPT) dalam Implementasi 

Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), jelaskan? 

Jawab: 

);> Dokumen rencana teknis yang diajukan pada saat uji materi di lapangan tidak 

sesuai dengan rencana teknis pemohon. 

);> Sketsa lokasi yang di lampirkan tidak sesuai dengan lokasi di lapangan. 
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)r- Pemohon tidak melampirkan no hp yang bisa di hubungi apabila ada kekurang 

berkas dan peninjauan lapangan. 

)r- Peraturan daerah (perda) No 13 tahun 2013 tidak mengakomodir terhadap 

perpanjangan IMB. 

)r- Proses dikeluarkannya surat rekomendasi Pembayaran retribusi dari dinas 

Pekerjaan Umum sangat lama 

3. Upaya apa saja yang dilakukan (khusus Bidang Perijinan Tertentu, BKPMPT) 

dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB), 

jelaskan? 

Jawab: 

)r- Melakukan sosialisasi Perda IMB bersama Dinas PU. 

)r- Proses perpanjangan IMB tetap di akomodir namun tetap membayar biaya 

retribusi sesuai luas bangunan dengan mengacu pada perda No. 13 Tahun 

2013. 

)r- Untuk bangunan lama, bila melanggar GSB tetap di akomodir proses IMBnya, 

namun harus melampirkan surat pernyataan melewati GBS sesuai lampir 

perda No. 13 Tahun 2013 

);- Jika Bangunan yang berdiri di bawa Tahun 2013 dan tidak melewati GSB !MB 

tetap diterbitkan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melewati GSB 

dan mendapatkan potongan harga biaya retribusi sebesar 50% - 70% 
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Lampiran 4 : Foto Wawancara dengan lnforman 

. 
~ 

Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang 
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan 

0 

Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan 
Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. 
Nunukan 
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Gambar 3: Wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Tertentu, BKPMPT 
Kaupaten Nunukan 

Gambar 4 : Wawancara dengan Kasubid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan 
Pemerintahan, BKPMPT Kaupaten Nunukan 
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Gambar 5 : Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang, 
Dinas Pekerjaan Umum Kaupaten Nunukan 

Gambar 6 : Wawancara dengan Kasubid Perizinan, Pertanahan, Pembangunan dan 
Pemerintahan, BKPMPT Kaupaten N unukan 
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